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Abstrak
Pada dasarnya pola bagi hasil dalam penelitian ini adalah pola bagi hasil akad mudharabah, Mudharabah adalah kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (shohibul mal) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (mudharib) untuk digunakan dalam aktifitas perdagangan, dan keuntungan (profit) dibagi antara investor dan mudharib berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama. kerja sama antara shohibul mal dengan mudharib dimana modal usaha sepenuhnya berasal dari shahibul mal. Dalam penelitian ini shohibul mal adalah pemilik kapal dan mudharib adalah anak buah kapal, ada persoalan yang sangat berpengaruh terhadap dampak ekonomi di antara kedua belah pihak yaitu pola bagi hasil dimana nelayan sebagai penerima modal mengelola usaha yang dibiayai pemilik kapal berkewajiban memberikan bagi hasil sesuai kesepakatan. jika terjadi kerugian, maka resiko sepenuhnya ditanggung oleh pemilik kapal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian mudharib (nelayan), namun kenyataannya tidak semunya berjalan sesuai dengan hasil kesepakatan, dimana ada diantara sebagian anak buah kapal melakukan kecurangan dengan menjual sebagian ikan tanpa di ketahui oleh pemilik kapal. Berdasarkan masalah yang ingin peneliti kaji, dalam penelitian ini rumusan masalahnya sebagai berikut: 1. Bagaimanakah Praktik Pola Bagi Hasil Nelayan dengan Pemilik Kapal di Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk?. 2. Bagaimanakah Respon Nelayan Terhadap Pola Bagi Hasil dengan  Pemilik Kapal Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk ?. Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik Pola Bagi Hasil Nelayan dengan Pemilik Kapal di Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk dan Untuk mengetahui Respon Nelayan Terhadap Pola Bagi Hasil dengan  Pemilik Kapal Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk. Hasil penelitian ini menujukan bahwa pola bagi hasil antara nelayan dengan pemilik kapal di desa Tanoh Anao termasuk dalam kategori mudharabah, sedangkan berkaitan dengan pola bagi hasil ada dua macam bentuk yaitu 50:50 dan 40:30:30, dimana pembagian itu di istilahkan 40:30:30. Artinya 40% untuk pemilik kapal, 60% untuk  para ABK, yang nantinya bagian tiap ABK mendapatkan porsi masing-masing, yaitu 30% untuk nahkoda (pawang) serta yang mempunyai tugas khusus, dan 30% untuk anak buah kapal yang hanya membatu proes penangkapan ikan. Namun masyarakat merasa pola bagi hasil yang selama ini berjalan merugikan pihak nelayan sehingga sebagaian dari mereka melakukan kecurangan dengan menjual sebagiam ikan di tengah laut sebelum hasil tangkapannya diserahkan kepada pemilik kapal.

Kata kunci: Respon, Pola Bagi Hasil (Mudharabah), Muamalah
Pendahuluan
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia terdiri dari 17.504 pulau dengan garis pantai sepanjang 104.000 Km2, dengan luas wilayah laut endominasi total luas teritorial Indonesia sebesar 7,7 juta Km2 (Adisanjaya, Ngurah, 27 Mei 2009). Karena daratan Indonesia hanya 1.9 juta km2, sedangkan luas wilayah perairan laut Indonesia 5,8 juta Km2 yang terdiri dari 3,1 juta Km2 perairan nusantara dan 2,7 juta Km2 perairan Zone Ekonomi Ekslusif (ZEE), Dengan Potensi lestari Maximum Sustainable Yield (MSY) sumberdaya perikanan laut sebesar 6,4 juta ton pertahun, sedangkan yang baru dimanfaatkan sebesar 80% dari MSY yaitu 5,12 juta ton pertahun (BPS 2011).
Kelautan dan perikanan merupakan salah satu contoh bentuk salah kelola yang ada di negeri ini. Berpuluh-puluh tahun perhatian terhadap sektor kelautan dikatakan minus, akibatnya potensi lestari ikan di laut yang menjadi kekayaan negeri ini hanya sebuah opini saja, malah menjadikan bangsa negara yang kaya, namun miskin masyarakatnya. Ironisnya hanya dinikmati beberapa orang dan bangsa lain yang lebih banyak meraup kenikmatan. Kritik tajam dan arah pembangunan yang berorentasi kedaratan menjadi titik pacu membangun dunia kelautan. Laut yang selama ini termarginalisasi, hanya dijadikan tempat buang sampah, limbah mendapat perhatian baru (Kusnadi 2002).
Persoalan sosial paling dominan yang dihadapi nelayan di wilayah pesisir adalah masalah kemiskinan nelayan dengan tingkat kemiskinan di Indonesia saat ini adalah berdasarkan data badan statistik pada bulan maret tahun 2012 jumlah penduduk miskin sebanyak 29,13 juta jiwa (11,96%) dari jumlah penduduk Indonesia sebanyak 243 juta jiwa, jumlah kemiskinan 10,65 juta jiwa (8,78%) di perkotaan dan 18,48 juta jiwa (15,12%) di pedesaan (BPS 2012).
Kecamatan Idi Rayeuk merupakan salah satu basis produksi perikanan terbesar di Kabupaten Aceh Timur, tepatnya di desa Tanoh Anou, hasil perikanannya mampu menyuplai hasil tangkapan mereka ke Kota Langsa bahkan ke Takengon yang merupkan Ibukota dari Aceh Tengah, dari hasil produksi ikan menujukkan Kec. Idi Rayeuk merupakan kecamatan yang memiliki potensi kelautan yang sangat pontensial, hal ini merupakan fakta dimana hasil tangkapan ikan di Kec. Idi Rayeuk bisa memunuhi permintaan para konsumen se-kabupaten Aceh Timur (wawancara, Jumat 1 Juli 2017).
Gampong Tanoh Anou merupakan salah satu kelurahan diantara kelurahan-kelurahan yang ada di Kecamatan Idi Rayeuk, seperti Blang Geulumpang, Kampung Jawa, dan Keude Blang. Tanoh Anou merupakan gampong (desa)  penghasil produksi ikan terbesar diantara beberapa pelelangan ikan yang ada di Idi Rayeuk, hal ini berdasarkan laporan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Idi Rayeuk tahun 2016.

Masyarakat nelayan Idi Rayeuk khususnya nelayan penggarap di PPI Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, dalam pola bagi hasil, maka pembagian itu terdiri dari beberapa bagian, yang mana bagian-bagian itu punya istilah tersendiri sebagaimana yang telah disebutkan oleh Bapak Masykur sebagai salah satu pemilik kapal tangkap yang ada di PPI Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur tentang siapa saja yang mendapat bagi hasil dan sebutan bagi mereka, diantaranya ialah :
1. Yang mengendalikan kapal dalam perjalanan dan mengetahui jalur lintas perjalan, mereka di istilahkan dengan Pawang
2. Apet Pawang yaitu pendamping Pawang Utama

3. tukang mesin atau mekanit mesin disebut dengan masaneh Mesen, biasanya dibantu oleh satu masaneh Mesen yang mana pembantu mekanik di panggil dengan sebutan Kernet
4.  pemilik perahu kapal dan alat tangkapnya disebut Toke, 

5.  Lauda (pembersih kapal), 

6. Tukang magun ( juru masak ) 

7. Tukang Sampan 

8. Tukang Tik Pukat, 

9. Tukang Raon, 

10. Lelek (tukang tarek pukat) 

11. Tukang krani (yang membagi uang) 

Istilah diatas merupakan orang-orang yang mendapatkan upah dari hasil penangkapan ikan dan istilah itu digunakan dari orang tua terdahulu dan sudah menjadi tradisi panggilan yagn digunakan dalam pelayaran dan penangkapan ikan di PPI Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur.

Pola bagi hasil yang dilakukan setelah menjual hasil tangkapan ikan adalah dengan sistem bagi hasil yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat nelayan PPI Tanoh Anou sehingga system bagi hasil tersebut sudah menjadi patokan dasar bagi para nelayan antara pemilik kapal dengan anak buah kapal, pola bagi hasil ini sudah menjadi tradisi bagi para nelayan disana sebagaimana dari hasil wawancara dengan Bapak Abdul Mutalib beliau merupakan anak buah kapal yang sudah 30 tahun berprofesi sebagai nelayan dari hasil wawancara dengan beliau penulis mendapat gambaran bahwa pola bagi hasil hanya menguntungkan pihak pemilik kapal saja, hal ini dikarenakan sistem bagi hasil antara pemilik kapal dengan para pekerja di bagi tiga, yaitu toke bot, anak buah kapal dan Pawang Bot, bentuk pembagian nya adalah 40:30:30  misal kan jika hasil penjualan ikan ada 10 juta, maka 4 juta di berikan kepada pawang, 3 juta menjadi hak pemilik kapal dan 3 juta lagi merupakan bagian anak buah kapal.

Maka adapun 3 juta yang diberikan untuk anak buah kapal itu di bagi jumlah yang ikut berkerja di kapal, yang biasanya berjumlah sekitar 10 sampai 15 orang apa yang diterima oleh para anak buah kapal sangatlah minim padahal mereka mencari ikan dilaut sekitar seminggu, sehingga perolehan yang sedikit itu akan berekibat para anak buah kapal melakukan kecurangan dengan menjual sebagian hasil tangkapan di tengah laut tampa sepengetahuan pemilik kapal.

Mudharabah dalam Islam

Dalam Islam, bagi hasil yang baik adalah bagi hasil yang telah
memenuhi hukum syariah. Bagi hasil dalam Islam ini dikenal dengan istilah
Mudharabah.


Kata mudharabah berasal dari kata dharb ( ضرب ) yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini maksudnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis Mudharabah adalah kerja sama usaha atara dua pihak yang mana pihak pertama (Shahibul Mall) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainya menjadi pengelola ( Mudharib). Keuntungan usaha dibagikan menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung bersama secara propesional dari jumlah modal (Fathurrahman Djamil 2012).
Sedangkan menurut istilah Mudharabah adalah kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (investor) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (mudharib) untuk digunakan dalam aktifitas perdagangan, dan keuntungan (profit) dibagi antara investor dan mudharib berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama. Dan apabila terdapat kerugian yang menanggung adalah pihak investor (Saeed 2008). Adapun pengertian Mudharabah menurut ulama fikih berbeda pendapat antara lain (Arfianam 2008):
1. Menurut mazhab Hanafi adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari suatu pihak dengan pekerjaan (usaha) dari pihak lain.

2. Mazhab Maliki adalah suatu pemberian mandat (taukiil) untuk berdagang yang diserahkan kepada pengelolanya dengan mendapat sebagian keuntungan, jika diketahui jumlah dan keuntungan. 

3. Mazhab Syafi’I adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungan dibagi antara mereka berdua. 

4. Mazhab Hanbali adalah penyerahan suatu modal tertentu dan jelas jumlahnya atau semaknanya kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapat bagian tertentu dari keuntungannya.

Menurut Dr. M. Nejatullah Siddiqi dalam bukunya yang berjudul Kemitraan Usaha Dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam. Dalam buku ini dijelaskan definisi Mudharabah adalah: satu pihak menyediakan modal dan pihak lain memanfaatkannya untuk tujuan usaha, berdasarkan keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi menurut bagian yang telah ditentukan. Disamping itu dijelaskan, dalam Mudharabah, pihak yang menyediakan barang dagangan dan pihak yang lain menjalankan usaha tersebut atau bisa saja terdiri dari beberapa orang, misalnya modal bisa saja disediakan oleh beberapa orang dan usaha tersebut dijalankan beberapa orang lainnya. Kemungkinan lainnya, boleh juga modal berasal dari satu orang dan pihak lain yang memanfaatkannya atau  beberapa orang menyatukan modal mereka kemudian seseorang memanfaatkannya untuk menjalankan usaha.
Dalam Ensiklopedi Hukum Islam Mudharabah adalah pemilik modal menyerahkan modalnya kepada Mudharib (pekerja) untuk dimanfaatkan untuk tujuan usaha yang produktif dan halal. Sedangkan hasil keuntungan dibagi menurut kesepakatan bersama. Apabila terjadi kerugian dalam perdagangan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh shahibul maal (pemilik modal) sesuai proporsi modal yang di mudharabahkan.

Dari beberapa pemaknaan tentang Mudharabah diatas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian Mudharabah adalah: satu pihak menyediakan modal dan pihak lain memanfaatkannya untuk tujuan usaha, berdasarkan keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi menurut bagian yang telah ditentukan.


1. Dasar Hukum Jenis Mudharabah
Tidak ada indikasi yang tegas dalam Al-Qur‘an maupun Hadist berkaitan dengan masalah pola bagi hasil, namun karena mudharabah merupakan kegiatan yang bermanfaat dan menguntungkan sesuai dengan ajaran pokok syari‘ah maka tetap dipertahankan dalam ekonomi Islam, Mudharabah lebih mencerminkan pada anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat Al-Qur‘an dan Hadist berikut: 

a. Nash Al-Qur’an
Ayat Al-Qur‘an yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum
mudharabah khususnya pada anjuran untuk melakukan usaha yaitu firman Allah
dalam surah Al-Muzammil ayat 20:

( (((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ((( (((((( (((( ( ((((   

Artinya:
dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah (Al-Muzammil: 20). 

Bahwa adanya kata yadhribun yang sama dengan akar kata mudharabah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha. Kemudian, ayat lain yang juga mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha yaitu dalam Q.S  Al- Baqarah ayat :198

(((((( (((((((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((((( (((( ((((((((( ( ((((((   

Artinya: 
Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizeki hasil perniagaan dari tuhanmu… (Q.S  Al- Baqarah ayat :198).


Dan juga Firman Allah dalam Q.S. Al-Jumu’ah: 10

((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((((( ((( (((((( (((( …

Artinya:
Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah (Q.S. Al-Jumu’ah: 10).

Kedua. ayat tersebut di atas secara umum memperbolehkan Mudharabah, dengan tujuan saling membantu antara pemilik modal dan orang yang memutarkan uang untuk mengelola usaha dan mendorong kaum muslim untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

Dari segi sunah (hadist) sebagai dasar akad mudharabah para fuqaha bersandar pada perjanjian mudharabah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw dan Khadijjah sebelum beliau menikahinya yang hasilnya adalah Nabi mengadakan perjalanan ke Syiria melakukan perjalanan untuk berdagang (K. Lewis and Algaoud 2004).
عن صالح بن صهيب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم  :  ثلاث فيهن البركة . البيع إلى أجل والمقارضة وأخلاط البر بالشعير للبيت لاللبيع(Yasid Abu ‘Abdullah Quzuwaini n.d.)
Artinya:
Dari Shalih Bin Shuhaib r.a Rasulullah Saw bersabda, “tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh,  muqaradhah(mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.“ (HR. Ibnu Majah ).
وعن حكيم بن حزام رضى االله عنه , أنّه آان يشترط على الرّجل إذاأعطاه مالامقارضة: أن لا تجعل مالى فى آبد رطبة, ولا تحمله فى بحر, ولا تنزل به فى بطن مسيل, فاءن  فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالى. رواه لدّارقطنىّ ورجاله ثقات,وقال مالك فى الموّطاءعن العلاء بن عبدالرّحمن بن يعقوبعن أبيه عن جدّه أنّه عمل فى مال لعثمان على أنّ الرّيح بينهما(Hukmi n.d.) 
Artinya: Dari Hakim bin Hizam R.A bahwasanya ia pernah mensayaratkan kepada seseorang jika ia memberi modal sebagai qiradl: “agar janganlah modalku itu dipergunakan untuk barang yang bernyawa, jaganlah dibawa kelaut dan jangan dibawa kejurang tempat perjalanan air banjir. Jika kau melakukan sesuatu dari syarat-syarat itu, maka kaulah menanggung harta modalku” Imam Malik berkata dalam kitab Muqaththa’ dari Al-Ala’ bin Abdurrahman bin Yaqub, dari ayahnya dari neneknya bahwasanya ia pernah berdagang dengan modal milik Utsman dengan syarat untung dibagi dua. (HR. Daruquthni)

b.      Ijma’


Di antara ijma’ dalam mudharabah, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jamaah dari sahabat yang menggunakan harta anak yatim untuk mudharabah. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.(Al-Kasani n.d.)
c.      Qiyas


Mudharabah di qiyaskan Al-Musyaqah (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun) (Al-‘Asolani Hajar n.d.). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada juga yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya mudharabah ditujukan antara lain untuk memenuhi kedua golongan diatas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.(Al-‘Asolani Hajar n.d.).

2. Jenis Mudharabah

Dilihat dari segi transaksi yang dilakukan pemilik modal dengan pekerja, mudharabah dibagi dua, yaitu:

a. Mudharabah Muthlaqah (penyerahan modal mutlak atau investasi tidak terikat) adalah pihak shahibul mal memberikan kuasa penuh kepada pekerja untuk menjalankan proyek atau usaha apa saja yang menurutnya mendatangkan keuntungan. 
b. Mudharabah Muqayyadah (penyerahan modal dengan syarat-syarat tertentu atau investasi terikat) adalah pihak shahibul mal memberikan syarat-syarat yang dicantumkan dalam perjanjian kepada pekerja terkait dengan pengelolaan dana dan usaha yang dijalankan (Wiroso 2005).

Berakhirnya Akad Mudharabah

Adapun berakhirnya akad Mudharabah adalah menurut Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah beliau menjelaskan bahwa Mudharabah  menjadi batal karena hal-hal berikut (Sabiq 2008):
1. Tidak terpenuhinya syarat sahnya Mudharabah. Apabila terdapat satu syarat yang tidak dipenuhi, sedangkan mudharib sudah terlanjur menggunakan modal Mudharabah untuk bisnis perdagangan, maka dalam keadaan seperti ini mudharib berhak mendapatkan upah atas kerja yang dilakukannya, karena usaha yang dilakukannya atas izin pemilik modal  dan mudharib melakukan suatu pekerjaan yang berhak untuk diberi upah. Semua laba yang dihasilkan dari usaha yang telah dikerjakan adalah hak pemilik modal. Jika terjadi kerugian maka pemilik modal juga yang menanggungnya. Karena mudharib dalam hal ini berkedudukan sebagai buruh dan tidak dapat dibebani kerugian kecuali karena kecerobohannya.

2. Pengelola atau mudharib  sengaja tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya dalam memelihara modal, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Jika seperti itu dan terjadi kerugian maka, pengelola berkewajiban untuk menjamin modal karena penyebab dari kerugian tersebut.

3. Pengelola meninggal dunia atau pemilik modalnya, maka Mudharabah  akan menjadi batal. Jika pemilik modal yang wafat, pihak pengelola berkewajiban mengembalikan modal kepada ahli waris pemilik modal serta keuntungan yang diperoleh diberikan kepada ahli warisnya sebesar kadar prosentase yang disepakati. Tapi jika yang wafat itu pengelola usaha, pemilik modal dapat menuntut kembali modal itu kepada ahli warisnya dengan tetap membagi keuntungan yang dihasilkan berdasarkan prosentase jumlah yang sudah  disepakati. Jika Mudharabah  telah batal, sedangkan modal berbentuk ‘urudh (barang dagangan), maka pemilik modal dan pengelola menjual atau membaginya, karena yang demikian itu merupakan hak berdua. Dan jika si pengelola setuju dengan penjualan, sedangkan pemilik modal tidak setuju, maka pemilik modal dipaksa menjualnya, karena si pengelola mempunyai hak di dalam keuntungan dan dia tidak dapat memperolehnya kecuali dengan menjualnya. Demikian menurut madzhab Asy Syafi’i dan Hambali.

Bagi Hasil dalam Mudharabah
Ada beberapa hukum yang menyangkut dengan cara pembagian hasil dalam mudharabah, berkaitang dengan ini prof. Dr. H. Fathurahman Djamil menjelaskan bahwa pembagian hasil dalam mudharabah ada dua macam yaitu (Fathurahman Djamil 2012):
a. menyangkut dengan keuntungan

1. Bagi keabsahan mudharabah,  besarnya pembagian keuntungan antara sahibul mal dan mudharib harus ditentukan sejak awal, syariah tidak menentukan berapa besarnya pembagian keuntungan antara sahibul mal dan mudharib, hal ini ditentukan sesuai dengan kesepakatan.

2. Harus diperhatikan bahwa dalam membagi keuntungan tersebut, para pihak dilarang menentukan suatu jumlah yang tetap, atau tidak boleh pula mereka menentukan pembagian dengan menentukan tingkat keuntungan tertetu secara nominal terhadap modal, namun diperkenankan apabila menyepakati dalam bentuk nisbah (proporsi) seperti 40% dari keuntungan akan diterima mudharib dan 60% untuk sahibul mal, atau sebaliknya

3. Diperkenankan pula untuk menentukan proporsi atau nisbah yang berbeda, untuk keadaan berbeda, misalnya sahibul mal mengatakan “apabila anda berdagang gandum maka anda memperoleh 50% dari keuntungan dan apabila anda berdagang tepung anda mendapatkan 30% dari keuntungan. Demikian pula misalkan sahibul mal mengatakan “apabila anda melakukan bisnis dikota anda maka anda berhak memperoleh 30% dari keuntungan, dan apabila anda menjalankan bisnis dikota lain maka anda mendapatkan 50% dari keuntungan.

4. Disamping memperoleh bagian dari keuntunga,  mdharib tidak dapat menentukan untuk memperoleh gaji tetap atau fee sebagai imbalan atas kerjanya.

5. Apabila bisnis tersebut mengalami kerugian dalam transaksi-transaksi tertentu dan memperoleh keuntungan dalam transaksi lainnya, maka keuntungan tersebut harus pertama-tama dipakaikan untuk mengompensasi kerugian yang terjadi, baru sisanya, apabila ada, dibagikan kepada para pihak dengan perimbngan rasio yang sudah di setujui.

6. Dalam hal mudharabah diperjanjikan batas waktunya, maka tidak dibenarkan untuk membagi keuntungan sebelum dapat ditentukan besarnya kerugian terhadap sahibul mal

7. Pembagian keuntungan umumnya dilakukan dengan mengembalikan  terlebih dahulu modal yang ditanam oleh sahibul mal, meskipun demikian, kebanyakan ulama menyetujui bila kedua belah pihak sepakat membagi keuntungan tampa mengembalikan modal, hal ini tentu saja berlaku sepanjang kerja sama mudharabah masih berlansung.
b. hukum yang berkaitan dengan kerugian

Para ulama sepakat apabila terjadi kerugian, maka sahibul mal kehilangan sebagian atau seluruh modalnya, sedangkan pihak mudharib tidak mendapatkan imbalan apapun dari kerja dan usahnya. Hal ini menunjukan bahwa mudharib dan sahibul mal akan mengalami resiko yang sama, dimana sahibulmal menaggung resiko financial sedangkan mudharib tidak sama sekali menanggung resiko kehilangan financial, akan tetapi menanggung resiko berupa waktu, pikiran dan jerih payah yang telah dicurahkan selama mengelola bisnis tersebut (Fathurahman Djamil 2012).
Bahan Dan Metode


Dalam penyusunan skripsi diperlukan metode yang digunakan untuk menyusun serta melengkapi data yang ada. Tahapan metode yang digunakan adalah : 

a. Wawancara 

Melakukan wawancara langsung dengan dengan nelayan dan pemilik kapal dalam pola bagi hasil.

b. Observasi 

Pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan mempelajari pola bagi hasil nelayan dengan pemilik kapal.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan membuat catatan yang bersumber pada bahan-bahan pustaka yang mendukung dan berkaitan dengan respon nelayan terhadap pola bagi hasil dengan pemilik kapal. Selanjutnya dengan cara mempelajari dan memahami sistem yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalamkarya ilmiah ini. Hal ini dimaksudkan agar penulis memiliki landasan teori yang kuat dalam menarik kesimpulan. peneliti mengambil tempat penelitian di Kec.Idi Rayeuk , Kab. Aceh Timur, Gampong Tanoh Anou.
Hasil Penelitian
Dalam pola bagi hasil yang terjadi antara nelayan dan pemilik kapal di gampong Tanoh Anou, dalam pembagian banyak atau sedikit itu tergantung dari tugas nelayan masing-masing, setiap orang yang memiliki tanggung jawab khusus memiliki hak khusus juga yang sudah ditentukan, walaupun tidak berupa surat perjanjian kontrak, sudah terjaditurun temurun kerena para angota anaka buah kapal sudah memahami pola bagi hasil itu, masih berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh masing-masing ABK.

Pola bagi hasil antara pemilik kapal dengan para nelayan itu berdasarkan jumlah ikan yang di dapatkan, berkaitan dengan hasil yang diperoleh oleh para nelayan apakah mencukupi ke jika kondisi dan cuaca bagus dan hasil ikan meningkat, ini menjadi panen besar bagi para nelayan, namun ada kalanya yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan harapan hal inilah yang penulis maksud dengan mensyukuri nikmat Allah, kerena dengan bersyukur baik yang kita dapati banyak maupun sedikit tetap merasa cukup, sebaliknya jika  kita tidak mensyukuri selalu merasa kurang cukup kebutuhan keluarganya, ini kembali kepada persoalan mensyukuri nikmat Allah.

Menurut para nelayan urang efektif dalam pola bagi hasil yang terjadi antara pekerja dengan pemilik kapal dimana pekerja atau ABK pada umumnya hanya memperoleh 30% dari hasil penjualan dan di bagi lagi dengan jumlah yang berkerja. Pekerja kapal atau anak buah kapal mereka pergi melaut butuh waktu sampai 4 hari bahkan ada 2 minggu.

Perjanjian bagi hasil antara nelayan dengan pemilik kapal hanya diawakili oleh pawang kapal saja, dan bersifat lisan saja, sehingga anak buah kapal tidak tahu perjajian tentang pola bagi hasil tangkapan yang sebenarnya, jika kita lihat dari bentuk perjanjiannya, maka pola bagi hasil berdasarkan lisan dan kesepakatan yang hanya di ketahui oleh pawang dan pemilik kapal saja, sedangkan para ABK yang ikut serta berkerja dianggap setuju, kerena pola tersebut sudah dimaklumi oleh para nelayan.

Berkaitan dengan hasil yang diperoleh dari hasil tangkap  ikan maka pemilik kapal memperoleh 40% dari hasil tangkapan yang sudah terlebih dahulu di potong modal pertama di keluarkan ketika hendak pergi melaut. Berkaitan dengan pola bagi hasil antara nelayan dengan pemilik kapal ada dua bentuk pola bagi hasil yang selama ini berlaku di Desa Tanoh Anoe, dan pola ini disesuaikan dengan jumlah ikan yang di dapat dan atas dasar kesepakatan pawang dan pemilik kapal juga.

Bagi para nelayan pihak pemilik kapal adalah pihak yang sangat di untungkan sedangkan para anak buah kapal adalah pihak yang di rugikankan dan di manfaati oleh pihak pemilik modal adalah pemilik kapal, sehingga sebagian dari nelayan yang berprofesi sebagai anak buah kapal melakukan kecurangan di kerenakan pendapatan mereka yang sangat minim, bentuk kecurangan yang mereka lakukan adalah dengan menjual sebagian yang di dapatkan di tengah laut kepada orang lain tampa di ketahui oleh pemilik kapal. hal ini dilakukan kerena mereka merasa gaji yang mereka peroleh sangant minim dan tidak mencukupi kebutuhan keluarga.

Para anak buah kapal merespon dengan sikap yang negativ, pihak yang melakukan kecurang di kerenakan mereka merasa gaji yang mereka peroleh sangat kurang dan mereka juga terkesan bahwa pihak toke adalah orang yang sangat di untungkan dari hasil kerja mereka dan sebagian deri mereka merasa di manfaatkan hasil kerja keras mereka oleh peilik kapal, dari semua efek itu maka muncullah ide untuk melakukan kecurangan dengan cara menjual sebagian hasil tangkapan kepada orang lain tanpa di ketahui oleh pemilik kapal.

Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisa berkaitan dengan respon nelayan terhadap pola bagi hasil dengan  pemilik kapal di gampong tanoh anou kec. Idi rayeuk, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Bahwa Praktik Pola Bagi Hasil Nelayan dengan Pemilik Kapal di Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk adalah pada dasarnya praktik pola bagi hasil mudharabah, dimana pemilik kapal sebagai sahibul mal sedangkan anak buah kapal atau para pekerja disebut mudharib. Hal ini bisa dilihat dari cara pembagian antara pemilik kapal dengan nelayan, Dalam menentukan pola bagi hasil ada 2 bentuk salah satunya adalah 50:50 dan 40:30:30, dimana pembagian itu di istilahkan 40:30:30. 

2. Berkaitan dengan Respon Nelayan Terhadap Pola Bagi Hasil yang di praktekkan dengan Pemilik Kapal, penulis melihat ada rasa ketidak puasan terhadap pola bagi hasil yang selama ini sudah menjadi tradisi dimana terkesan bahwa pihak pekerja terutamaa anak buah kapal mereka selalu merasa pihak yang di rugikan, walaupun sudah ada kesepakatan jumlah dan pola bagi hasil yang sudah mereka sepakati.
3. 
Bentuk pola bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal adalah pola bagi hasil yang sudah ditentukan sejak awal, berkaitan dengan masalah ini sudah sesuai dengan hukum agama, kerena sahnya praktik mudharabah jika apabila besarnya pembagian keuntungan antara sahibul mal dan mudharib harus ditentukan sejak awal, sedangkan berkaitan dengan masalah jumlah nominal atau presentasenya syariah tidak menentukan akan tetapi hal ini ditentukan sesuai dengan kesepakatan.

Saran
penulis memberikan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Kepada pihak pemilik kapal walaupun pola bagi hasil yang selama ini sudah sesuia dengan hukum islam, yang mana pemilik kapal yang dalam hal ini di sebut sahibu mal, agar kiranya mengkaji ulang dan mengambil kebajikan dengan cara musyawarah dengan pihak anak buah kapal yang dalam hal ini mudharib tentang pola bagi hasil yang mana tidak menimbulkan kesan bahwa pihak sahibul mal adalah pihak yang selalu membuat dan mengambil manfaat hasil jerih payah para nelayan. Dan lebih baik di buat surat atau tulisan yang nantinya di tanda tangani oelh masing-masing pihak, 

2. Kepada pihak anak buah kapal yang dalam hal ini di sebut mudharib agar kiranya jika suatu perjanjian merasa di rugikan maka lebih baiknya persoalan itu di bicarakan, sehingga   berkaitan dengan pola bagi hasil yang diperoleh dari setiap rezeki yang Allah berikan tidak ada yang merasa terzalimi dan iklas menerima apa adanya kerena pola bagi hasil sudah di sepakati sebelumnya merupakan hasil kesepakan bersama,.
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